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PEMI NU A EN BARAT

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 152 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraluran Pemerintah Penggant Undang-Undang 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupat, dan Walikola Menjadi
Undang-Undang, perlu dibentuk Gakkumdu Kabupaten Kuta
Barat,

Bahwa Pembenukan Gakkumdu Kabupaten Kutai Barat antara
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat,
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kutai barat, dan
Kejaksaan Neger Kutai barat dalam rangka menyamakan
pemahaman dan pola penanganan lindak pidana Pemilu,

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan
Pengawas Pemillhan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Tim
Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020,
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemenntah Pengganti Undang-Undang 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang,
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Undang-UndangNomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia

Undang-UndangNomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indones.a

Undang-UndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang
Undang Hukum Acara Pdana (KUHAP)

Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara

Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum,
Kepala Kepohsian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung
Republik indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016
dan Nomor 013/JA/1172016 tentang Sentra Penegakan Hukum
Terpadu pada Pemilihan Gubermnur dan Wakil Gubernur Bupah
dan Wakil Bupati. serta Wah Kota dan Wakil Wah Kota:

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan
Gubemur dan Waiil Gubernur. Bupati dan Wakil Bupat serta Wal
Kota dan Walkil Wah Kota

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun
2015 tentang Orgarusasi dan Tata Kena Sekretanat Jenderal
Badan Pengawas Pemilihan Umum_ Sekretariat Badan Pengawas
Pemibhan Umum Provinsi, Sekretanat Pantia Pengawas
Pemihan Umum Kabupaten/ota dan Sekretarnat Panitia
Pengawas Pemihan Umum Kecamatan (Tambahan Berita
Negara Republk Indonesia Tahun 2015 Nomor 919)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48PPU-XVII2019

Surat Penntah Kepala Kopikisian Resos Kutai Barat, Nomor
SpranI3ENIMHUK 12 112019, Tomnmd 3 Desember 2019,

Surat Penntah Kepala Kejaksaan Neger Kutai Barat Nomor -
Print47/Q 4 19/£s/01/2020, tertanggal 20 Januari 2020,

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN
mmmmww PEMILIHAN
UMUM TAHUN ANGGARAN 2020 NOMOR SP DIPA-
115.01.2 68641772020 TANGGAL 12 NOVEMBER 2019.




MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA, Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
Pemihhan Tahun 2020 Kabupaten Kutai Baral,

KEDUA Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

Kabupaten Kuta: Barat

1 Penasehat

1. Membenkan arahan umum  kepada Pembina terkait
Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu
{Gakkumdu) Kabupaten Kutai Barat, dan

2 Membernkan arahan untuk pembentukan dan penetapan
Sekrelarial Sentra Penegakkan HukumTerpadu (Gakkumdu)
KabupatenKuta Barat

b. Pembina

1. Membenkan arahan dan mekanisme kerna Pelaksanaan
tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
Kabupaten Kufal Barat dalam penindakan pelanggaran
Tindak Pidana Pemilu; dan

2 Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan
Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kutai Barat kepada
Penasehat

c. Koordinator

1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu
Kabupaten Kutai Barat,
2. Memberkan arahan teknis kepada Anggota untuk

melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran
Tindak Pidana Pemilu, dan

3. Membenkan arahan sesual dengan tugas dan wewenang
yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra
Penegakkan Hukum Terpadu;

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator, dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu
kepada Koordinator,
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2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu
kepada Koordinator

Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada
Penasehat Gakkumdu Kabupaten Kutai Barat,

GakkumduKabupatenKutar Barat dalam melaksanakan tugasnya

dibenkan Honorarium dengan penncian sebaga ibenkut

1. Penasehat “Rp 1.500 000,00
2. Pembina Rp 125000000
3 Kordinator Rp 1.000000,00
4 Anggota ‘Rp  750.000.00

Susunan Keanggotan Gakkumdu Kabupaten Kutar Barat
sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak
terpisankan dan Keputusan ini,

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan
Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Bawasiu Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran
2020,

Keputusan im mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian han akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sendawar
Pada Tanggal : 14 Februari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI BARAT
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STRUKTUR ORGANISASI SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN KUTAI BARAT
PADA PEMILIHAN TAHUN 2020
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